BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa dengan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri
laporan keuangan yang telah di periksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir;

b. bahwa  pertanggungjawaban pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun
Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah Kabupaten Boalemo tentang Pertanggungjawaban
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Mengingat
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Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten
Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3965);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6409);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
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Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4486);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
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13,

14.

15

16.

17.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Sebagaiamana
telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja ((Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
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18.

19.

20.

21,

22,

23.

24.

25.

26,

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279 );

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
BTN

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesian Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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27. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

29,

30.

31.

32.

33.

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikiasi dan
Nomenkolatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor
171);
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Memperhatikan:

Menetapkan

34.

35.

36.

37,

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo
Tahun 2020 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Boalemo Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 93 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021; (Berita
Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 93);
Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 58 Tahun 2021
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021.
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58);

1. Keputusan  Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor
267/29/VIIl/2022 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Boalemo tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021 dan
Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran
2021;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOALEMO

Dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021,
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Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan
Keuangan yang memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Perubahan SAL;

P

c. Neraca;

d. Laporan Operasional,

e. Laporan Arus Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ihktisar Laporan
Keuangan Badan Usaha Milik Daerah PT. Boalemo Idaman
Gorontalo (BIG) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Tirta Kabupaten Boalemo.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp 803.570.415.682,73
b. Belanja Rp 785.787.105.092,70
Surplus /defisit Rp 17.783.310.590,03

c. Pembiayaan
1. Penerimaan Rp 39.635.713.025,52
2. Pengeluaran Rp 4.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp 35635.713.025,562
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut :
Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah
Rp(21.485.671.807,31) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah

Perubahan Rp 825.056.087.490,04
b. Realisasi Rp 803.570.415.682,73
Selisih lebih / (Kurang ) Rp (21.485.671.807,31)
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(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah
Rp(75.103.896.238,95) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Belanja setelah

Perubahan Rp 860.891.001.331,65
b. Realisasi Rp 785.787.105.092,70
Selisih lebih/(kurang) Rp (75.103.896.238,95)

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp 53.618.224.431,64 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran surplus/defisit

setelah perubahan Rp (35.834.913.841,61)
b. Realisasi Rp 17.783.310.590.03
Selisih lebih /(kurang) Rp 53.618.224.431,64

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah
Rp(199.200.816,09) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp 39.834.913.841,61
b. Realisasi Rp 39.635.713.025.52
Selisih lebih /(kurang) Rp (199.200.816,09)

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a Anggaran Pengeluaran pembiayaan

setelah Perubahan Rp 4.000.000.000,00
b. Realisasi Rp 4.000.000.000,00
Selisih lebih /(kurang) Rp 0,00

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah
Rp(199.200.816,09) dengan rincian sebagai berikut :

a Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

setelah Perubahan Rp 35.834.913.841,61
b. Realisasi Rp 35.635.713.025,.62
Selisih lebih/(kurang) Rp (199.200.816,09)
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir

sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

-
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a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan

Pembiayaan Tahun Berjalan Rp

39.834.913.841,61

39.635.713.025,52

c. Sub Total Rp

d. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan
Anggaran SiLPA/SiKPA

e. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun
Sebelumnya

f. Lain-lain

g. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam
Desember Tahun 2021 sebagai berikut :
a. Jumlah Aset

b. Jumlah Kewajiban

& Jumlah Ekuitas

Pasal 6

199.200.816,09

Rp 53.419.023.615,55

Rp 40.089.967,91
Rp_(239.290.784,00)

Rp 53.419.023.615,55

Pasal 1 huruf c¢ per 31

Rp 1.516.685.422.848,62
Rp 14.165.275.596,68
Rp 1.502.520.147.251,94

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun

2021 sebagai berikut :
a. Pendapatan - LO
Beban

=

Surplus/Defisit dari Operasional

o o

Surplus/Defisit Non Operasional
Beban Luar Biasa

Surplus/Defisit — LO

o

Pasal 7

Rp 710.363.445.346,76

Rp 719.304.065.338.80
Rp (8.940.619.992,04)
Rp 0,00

Rp 0,00
Rp (8.940.619.992,04)

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e

untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021

sebagai berikut :

= %
o o
o 1
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a. Saldo Awal Kas per 1 Januari

Tahun 2021 Rp 41.160.780.765,10
b. Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi Rp  132.890.329.123,03
c. Arus Kas Bersih dari aktivitas Investasi Rp (115.107.018.533,00)

d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas

Pendanaan Rp (4.000.000.000,00)
e. Arus Kas Bersih Aktivitas Transitors Rp  888.900.449,10
f. Saldo Akhir Kas per 31 Desember

Tahun 2021. Rp 55.832.991.804,23

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal

1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp 1.512.670.401.955,98

b. Surplus/Defisit — LO Rp (8.940.619.992,04)

c. Koreksi Nilai Persediaanm Rp 10.032.250,00

d. Koreksi Ekuaitas Lainnya Rp (1.219.666.962,00)

e. Ekuitas Akhir Rp 1.502.520.147.251,94
Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan

keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : LRA terdiri atas;

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi;

Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran

menurut bidang pemerintahan daerah,
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Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II

Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI

Lampiran VII

. Lampiran VIII

Lampiran X
Lampiran X
Lampiran XI

Daerah;

Lampiran XII

organisasi, pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi program dan kegiatan.

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan
Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam

kerangka pengelolaan Keuangan Negara;

: Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih;

: Laporan Operasional;

: Laporan Perubahan Ekuitas;

: Neraca;

: Laporan Arus Kas;

: Catatan atas Laporan Keuangan;

: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang

tidak tertagih;

: Daftar Rekapitulasi dana bergulir dan

penyisihan dana bergulir;

: Daftar Penyertaan Modal (investasi)

: Daftar Rekapitulasi realisasi penambahan

dan

m. pengurangan asset tetap Daerah;

. Lampiran XIII

o. Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

: Daftar Rekapitulasi aset tetap;

: Daftar Rekapitulasi konstruksi dalam

pengerjaan;

: Daftar Rekapitulasi asset lainnya;

: Daftar Dana Cadangan Daerah;

: Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

: Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan  kembali dalam  tahun

anggaran berikutnya;
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u. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Bupati Boalemo menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai
rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal, IS Agustus 2022

& Pj. BUPATI BOALEMO,ZI

‘r HENDRIWAN
Dlundangkan di Tilamuta
Pada tangg /S Agustus 2022
SE AERAH KABUPATEN BOALEMO,

NOMOR REG PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021 : ( .3.. /..9./ 2022)



